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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 'Y TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN
KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
YANG BERSUMEER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gaji dan Tunjangan
Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupaten
Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3825};
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3.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (entang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851});

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  TanggungJawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indoenesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6348);
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Memperhatikan

Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro
Nomor 24};

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2019 (Lembaran Dacrah Kota Metro Tahun 2018
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro
Nomor 15);

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/3889/SJ tentang
Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Ketiga Belas dan
Tunjangan Hari Raya.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN
KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEJABAT NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kota Metro.
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2.

10.

11.

12.

13.

(1)
(2)

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Metro.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota
Metro, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro.

Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil
Daerah danjfatau  Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan  status
dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kota Metro untuk menjalankan
program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota
Metro.

Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Metro

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota
DPRD Kota Metro adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota
Metro vang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.

Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Kota Metro.

Tunjangan adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang
diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan
fungsinya melampaui beban kerja normal.

Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat vang
diber1 tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
BUD.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD vyang
dipimpinnya.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
vang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan oleh BUD berdasarkan SPM.

. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2
PNS dan Pejabat Negara diberikan gaji dan tunjangan ketiga belas.

PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk :

a. PNS yang dilempatkan dan ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia
di Luar Negeri;

b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun
di luar negeri yang gajinya dibayar oleh APBD:;

c. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner
atau anggota lembaga nonstruktural;

d. PNS penerima uang tunggu; dan
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(1)

e. Calon PNS.

PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang
menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi
pemerintah baik di dalam maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh
instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

Gaji dan tunjangan ketiga belas bagi PNS dan Pejabat Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juni.

Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih
kekurangan penghasilan ketiga belas.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan
Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan
atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan
keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
a. Tunjangan jabatan struktural; dan

b. Tunjangan jabatan fungsional.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tambahan
penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada PNS dan
CPNS yang dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya melampaui
beban kerja normal.

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
jenis tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan tambahan

penghasilan bagi guru PNS.

Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran
dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud ayat (8) adalah potongan lain selain potongan pajak
penghasilan.

Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan pajak penghasilan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka gaji dan tunjangan ketiga belas
diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
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(2) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) gaji dan
tunjangan ketiga belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan
utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia
atau tewas diberikan gaji dan tunjangan ketiga belas yaitu sebesar penghasilan
1 (satu) bulan gaji terusan bulan Juni.

{(2) Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Megara yang dinyatakan hilang diberikan
gaji dan tunjangan ketiga belas yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juni.

(3) Pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2) dibebankan kepada APBD.

Pasal 6

Terhadap gaji dan tunjangan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana
mestinya.

. BAB III

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS
Pasal 7

(1) Gaji dan tunjangan ketiga belas untuk PNS dan Pejabat Negara dibayvarkan
paling cepat setelah pembayaran gaji Bulan Juni.

(2) Dalam hal pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas belum dapat dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran dapat dilakukan pada
bulan-bulan berikutnya.

Pasal 8

Pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.

& Pasal 9

(1) Pengguna Anggaran menyampaikan berkas pengajuan SPM kepada Kuasa BUD

(2) SPM gaji dan tunjangan ketiga belas dimaksud pada ayat (1) dibuat secara
terpisah dengan menggunakan jenis SPM :
a. SPM gaji ketiga belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

b. SPM tunjangan ketiga belas untuk pembayaran Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja.

(3) SPM Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM
Gaji Bulanan.

(4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk
pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran gaji dan tunjangan ketiga
belas.
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Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami
mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran gaji dan tunjangan ketiga

belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

(2) Teknis Pelaksanaan dan pemberian Gaji dan Tunjangan ketiga belas
sebagaimana dimaksud avat (1) di atas mengikuti ketentuan yang berlaku bagi

PNS dan Pejabat Negara.

Pasal 11
(1) Pemberian Gaji dan Tunjangan ketiga belas yang dibebankan pada APBD juga
diberikan kepada Anggota DPRD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.
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Diundangkan di Metro
Pada tanggal Bj;n; 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO

A. A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR .

memerintahkan pengundangan dengan

Ditetapkan di Metro_

Pada tanggal |3J'u'hﬁ

2019

WALIEOTA METRO,
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